
 
 

BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

 
KEPUTUSAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 327 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT 
HUKUM ADAT REJANG KUTAI TIK TEBING DI KABUPATEN LEBONG 

 
BUPATI LEBONG, 

 
Menimbang:  a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang di 
Kabupaten Lebong, perlu dibentuk Keputusan Bupati 
Lebong untuk mengakui dan menetapkan Kutai beserta 
wilayah adatnya; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); 
 

 2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
 

 3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3277); 
 

 4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 
 

 6.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401); 
 

 7.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 
 

 8.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 
 

 9.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 

 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 
 

 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 
 

 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 
 
 
 
 
 
 
 



 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5432); 
 

 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

 16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5613); 
 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 97); 
 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146); 
 

 19. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 
 

 20. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat; 
 

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 
Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 
 

 22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, 
Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, 
Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan 
Hutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENETAPAN 
DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG 
KUTAI TIK TEBING DI KABUPATEN LEBONG. 
 

KESATU : Menetapkan Kutai Tik Tebing Desa Tik Tebing Kecamatan 
Lebong Atas sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
Rejang di Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam 
Laporan Inventarisasi dan Verifikasi MHA Rejang di 
Kabupaten Lebong yang menjadi Lampiran dalam 
Keputusan Bupati ini. 
 

KEDUA : Mengakui dan Melindungi Hak-Hak Masyarakat Hukum 
Adat Rejang Kutai Tik Tebing Marga Selupu. 
 

KETIGA : Menetapkan Peta Wilayah Adat Kutai Tik Tebing Kecamatan 
Lebong Atas Marga Selupu seluas 1729,9  (Seribu Tujuh 
Ratus Dua Puluh Sembilan koma Sembilan) Hektar dengan 
skala 1:250.000 yang ditandatangani oleh Bupati sebagai 
wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Rejang di Kabupaten 
Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
Bupati ini. 
 

KEEMPAT 
 

: Menetapkan Struktur Kelembagaan Masyarakat Hukum 
Adat Rejang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan Bupati ini. 
 

KELIMA 
 
 
 
 
KEENAM 
 
 
 

: 
 
 
 
 
: 
 
 
 

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan 
seluruh aspek kehidupan Masyarakat  Hukum Adat Rejang 
di Kabupaten Lebong yang diakui berdasarkan Keputusan 
Bupati ini. 
 
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 17 Oktober 2018 

 
 BUPATI LEBONG, 

 

Cap/Dto 

 

H. ROSJONSYAH 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
 
     Drs. SYABAHUL ADHA 
NIP.19670321 198603 1 001 
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